BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 35 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 30 TAHUN 2022
TENTANG KODE ETIK PERSONEL BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA,
DAN PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABALONG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan susunan keanggotaan
Majelis Pertimbangan Kode Etik dengan Peraturan Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10
Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa,
maka perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati
Tabalong Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kode Etik Personel
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, dan Pelaku Pengadaan
Barang/Jasa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30
Tahun 2022 tentang Kode Etik Personel Bagian Pengadaan
Barang dan Jasa, dan Pelaku Pengadaan Barang/Jasa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahunl959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2756);
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolust dan Nepottisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi {(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6409);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573};

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6477};

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disipilin Pegawai Negeri Sipil {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 6718);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2021 Nomor
63});

Peraturan Menter1 Dalamm Negeri Nomor 112 Tahun 2018
tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1543);

Peraturan Lembaga Kebyakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja
Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 511);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 02), sebagaimana tclah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah {Lembaran Daerah Kabupaten
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Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69j;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 30 TAHUN 2022
TENTANG KODE ETIK PERSONEL BAGIAN PENGADAAN
BARANG DAN JASA, DAN PELAKU PENGADAAN
BARANG /JASA.

Pasal 1

Ketentuan Pasal 12 ayat {1} huruf d angka 3 Peraturan Bupati Tabalong Nomor

30 Tahun 2022 tentang Kode Eiik Personel Bagian Pengadaan Barang dan

Jasa, dan Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2022 Nomor 31), diubah sebagai berikut :

Pasal 12

(1) Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

ayat (1}, berjumlah 7 {tujuh) crang, dengan susunan keanggotaan sebagai

berikut:

a. 2 (dua} orang Pengarah Majelis merangkap anggota, dijabat oleh

Asisten Administrasi dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan;

b. 1 (satu) orang Ketua Majelis merangkap anggota, dijabat secara ex-

officio oleh Inspektur Daerah;

c. 1 (satu) orang wakil Ketua Majelis merangkap anggota, dijabat oleh

Sekretaris Inspektorat Daerah;

d. 3 (tiga) orang anggota, yang terdiri dari:

1. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kabupaten Tabalong;

2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong;

dan

3. Kepala Bidang Mutasi dan Penilaian Kinerja Aparatur pada Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kabupaten Tabalong.
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Masa jabatan Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} setiap periode adalah selama 3 ({tiga) Tahun dan dapat
ditunjuk kembali pada periode berikutnya.

Pengangkatan dan pemberhentian Majelis Pertimbangan Kode Etik
sebagaimana dimaksud pada avat (1} diusulkan oleh Sekretaris
Inspektforat selaku Sekretaris merangkap anggota Majelis Pertimbangan
Kode Etik.

Pengangkatan dan pemberhentian Majelis Pertimbangan Kode Etik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Kepuiusan

Bupati.

Anggota Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada
ayat {1} dapat diberhentikan sebehim pericde masa tugasnya berakhir
apabila:

a. pensiun;

b. dimutasi atau diberhentikan dari jabatan;

c. tidak dapat melaksanakan tugas karena sakit menahun;

d. meninggal dunia; dan/atau

e. menjadi tersangka dan/atau terdakwa.,

Pasal Il

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung

pada tanggal 27 3Szptembar
BUPATI TABALONG,

Tkd

ANANG SYAKHFIANI




Diundangkan di Tanjung

pada tanggal 27 Septemose 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

Ted.

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022 NOMOR .2



